
I I • I 

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor-4725); 
I I I 

5. Undang-Undang Nomor 221 Tahun 2009 tentang Lalu 
I I 11 f 

~intas dan Angkutan .Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,1 Tambahan 
I I • I I 

I 4. 

1 • Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
I . 

Pembentukan Daerah-Daerah .Tingkat U di Sula\vesi' 
I 

·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
I t 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

' [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
I 

Nomor .132 Tambahan Lembaran Negara Republik 

"Indonesia Nomor 4444); 
I 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
I 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

' I 

1. Pasal 18 ayat (6~ . Undang-Undang Dasar Negara 
·' 

Mengingat 

' Pemberian Nama Jalan; 
I 

rnenetapkan . Peraturan Daerah tentang · Pedoman 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) 
I • 
~ I Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 

• . I 

2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan, perlu 
• I 

I 

Menimbang 

I I 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 
. I 

i . 
DENGAN: RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
I I 

PERATPRA:N DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGOND0W . . 
.NOMOR :2. TA(IUN 2018 

' I 
• I '1TE;NTANG 

I 
I ,• 

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN 
I 

BuPATI BOLAANG MONGONDOW 
I · 1 I 

I • 



v' 
I I 

. 
NAMAJALAN. 

I I 

• I 

PERATURAN DAJ}RAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

I' MEMUTUSKAN : 
11 I 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
.KABUPATEN BOLAANG MOl',lGONDOW 

dan 
I 

I 

BUPATI BOLAANG MONGONI)OW 
I 

I I 

I • Dengan Persetujuan Bersama , 
I 

I . 

I 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan 

' (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
I 

Nomor 2 Tahun 2017);_ , , 

2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
I . 

2015 ten tang Pembentukan Hroduk Hukum ' Daerah • 
I 

·(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
I 

Republik Indonesia Nomor 4655); 
I 

j I 

. 
8. Per'aturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun . 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

·' 

· 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
. I 

undang Nomor 23 Tahun 20141tentang Pemerintahan 
. I 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
i . 

2014 Nomor 244, Tambahan I Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587h 

. I 

I 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lernbaran Negatrfl• Republik Indonesia Tahun 2011 
. ' I 

Nomor 82, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik 
I I 
I I ,, 

Indonesia Nomor 5234); 
. I I 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PJmerin tahan D~erah se bagaimana telah diu b~h 

: I • 

beberapa kali teraknir dengan Undang-Undarig Nomor . . 

. . 
Lernbaran Negara Republik-Indonesia Nomor 5025); 

f , I I 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Menetapkan 
I 

' I 

" I 



' . 

I I 

dalam 

yang 'rnenghubungkan antar ibukota -provmsi dan 
Jalan •strategis nasional serta .Jalan tel.' 

' 8. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan · kolektor 
I 

sistern , , jaringan, Jalan ··. primer yang 
' I • . 

menghubungkan ibukota . provinsi dengan ibukota 
I 

Kabupaten Zkota, atau antar ibukota kabupaten/kota, 
I • 

dan .Jalan strategis provinsi. 
• I 

9. .Jalan Kabupaten adalah .Jalan _ lokal dalam sistem 
. I• Japngan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan 
Nasional dan .Jalan Provinsi yang menghubungkan 
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

I , I 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 
kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan 

I I 

• I 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ,· 
Daerah. 

3. Bupati adalah.Bupati Bolaang Mongondow. 
4 .. Jal~ adalah prasarana transportasi darat meliputi . . 

se&fila bagian Jalan, termasuk bangunan pele1:gkap 
dan kelengkapannya. yang diperuntukan bagi lalu 
lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas 
permukarui tan~, dibawah permukaan tanah 
df3-I1/ atau air serta di atas perrnukaan dir, 'kec'uali ' 
jalan 'kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

5. Jalan Umum adalah Jalan yang diperguhakan bagi 
I 

lalu lintas umum. 
6. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh 

: ihstansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok 
I 

masyarakat untuk kepentingan sen?iri. , 
7. .Jalan Nasional adalah meru pakan J alan arteri dan 

I 
Jalan · kolektor dalam sistem jaringan .Jalan primer 

' . 

I • 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: . . 
1. Daerah aqalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

I . 

2. Pemerintah Daerah ',adalah Bupati dan Perangkat 

Pasal 1 

I 
I 
I I ,1 

I I 
I 

I 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
I 

'I I 
... 
I 

I I 
' 



. . 
a. Jalan .Nasional; 

b. .Jalan Provinsi; 

c. Jalan Kabupaten; dan 

Pasal 3 

Jenis-jenis Jalan rnenurut statusnya terdiri dad: 

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN 
I I 

BAB III 

karakteristik/ kearifan lokal; dan 
11 ' I 

d. tertib adrninistrasi dalam pengelolaan aset milik 

Daerah. 

berdasarkan 
I 

budaya 

dan jasa seseorang · atas perjuangannya dalam 

pembangunan baik tingkat nasional, regional dan 
I 

1 ' Daerah; 11 

I I 

mengidentifikasi, · menata, menertibkan dan 

memberikan kernanfaatan potensi sumber daya yang 

ada. 

(2): Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana ?imaksud pada 

ayat (1),.bertujuan untuk: , , 

a. memudahkan memperoleh informasi dan alamat 

bagi masyarakat yang berkepentingan; . 
' . I 

b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan 
I 

untuk dimaksudkan Jalan 
I 

( 1) .Penamaan 

Pasal 2 

I I 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
I 

·' 

. . . • I Umurn dalam s1st1z:n jarmgan Jalan sekunder dalam 

·-wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten. 
I ld. .Jalan Desa adalah .merupakan Jalan Umum yang 

I • 

menghubungkan · kawasan dan/ atau an tar 
I ' 

perrrrukiman didalam desa serta .Jalan lingkungan. 

11. Nama Jalan adalah identitas, yang membedakan 
. I • 

antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. 

I 
I 
I I ol 

'1 
I 

'I I 

,_ 
I 

• I 



I I 

usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk 
·' 

I 

a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama 
I 

Dalam Penarnaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5° harus memperhatikan : 

Pasal 7 
I 
I 

1' 

dengan pemerintah provinsi; dan : 
. I 

c. 'jalan Desa dikoordinasikan dengan pernerintah desa. 
I 

• 11 , Pasal 6 
, ' I 

' Penamaam Jalan 1yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
I 
I I ol 

untuk: ', 
, I I 

a. jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan 
i . . 

dengan pemermtah pusat; 
' I • 

b. jalan Provinsi yang 'berada di Daerah dikoordinasikan 
I ' 

norma kesusilaan dan ketertiban umum. 

b .. nama toko.h pewayangan1, nama kerajaan, nama 

tempat atau wilayah; 
I 

c. nama-nama flora, fauna, dan pulau .-pulau di 

Indonesia; dan , 

d. narna-nama lain yang · tidak bertentangan dengan 
I O I 

Pasal 5 

Nama Jalan di Daerah diambil dari: 

a. nama , pahlawan baik, tingkat nasional, regional 

maupun -bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang 

dianggap berjasa dan telah meninggal dunia; 
I • o 

' ' 
(1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

. I I 

yang b~rada di Daerah harus mempunyai Nama .Ialan. 

(2) .Narna Jalan sebagaimana \1dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokan berdasarkan ~ilayah administrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut · mengenai Nama Jalan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam 
I I I I 

Peraturan Bupati. 
I 

Pasal 4 I . 

d. .Jalan Desa. 
I I 

I I 
I 

, I 



BABV 
1TIANG . .PAPAN NAMJ). JALAN ~ 

I I 

I ' 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengusulan 
nama' jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

' ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
,/ I I 

I 

dengan Keputusan Bupati. 

I 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada 'ayat (3) ditetapkan 

f. hadan ·usaha s;asta sejenisnya. 
(2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada 

I . 
I ' 

· ayat (1) diajukan.kepada Bupati. 
(3)1 D~am perhberian nama jalan Bµpati membentuk Tim 

I I 

Penamaan J alan. · I ' 

' e. pert..:\sahlaan 
I I 

jalan 'qi kawasan pemukiman yang dibangunnya; 
I 

atau • 

I I 
I 

pengernbang perumahan bagi jalan- 

rnasyarakat; 

I • 

negara serta daerah; 

d. 'kelompok masyarakat dan/ atau lembaga swadaya 
I 

I • 

a, Pemerintah Daerah; . ,· 
b. tokoh masyarakat, pem~ka agama dan ,pemangku I 

I . adat; 
c. keluarga/uhli wans dari tokoh pejuang .dan atau 

, tokoh masyarakat yang .berjasa kepada bangsa dan 

~3rsal 8 
(1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan 

oleh: . 

I I 

• BAB IV 

TATA CARA•PENGUSULAN NAMA JALAN 

karakteristik dan kekhasannya. 

kepentingan pribadi ata~ golongan' tertentu; 
b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma 

I I I 

kesusilaan, kepatutan dan ketertiban urnurn; dan 
' 

c. narna Jalan di Daerah disesuaikan dengan 
I 

'. 

"· I 

I I . 



Pasal 13 

Petnbiayaan 
I 
perencanaan, pengadaan, pemasangan dan 

pemeliharaan papan Nama .Jalan yang diselenggarakan 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

(1) Pengembang . wajib melakukan pemasangan papan 
I I 

I I 

Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks 

pery.mahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan , 
I 

dibangun. 

(2) Pembuatan, pernasangan dan pemeliharaan · papan 

Nama Jalan yang' berada di lingkungan kompleks 
I I 

pen.tmahan dibiayai oleh pengembang sebelum 

fasilitas .Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
I • I . I 1 I 4 4 

I • 

Pasal 12 i 
I 

I I 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

Keterituan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, 

tata cara penulisan dan penempatan, papan Narna Jalan 
I 

Pasal 11 

' 
Pasal 10 1 

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, p~mindahan 
I 

dan perubahan papan Nama' Jalan di Daerah, kecuali 
I I 

I petuga~ yang, pe,rwenahg. I 
I 
I 
I I ,, 

'1 
I 

. huruf kapital latin. 

(3) Selain rnenggunakan huruf kapital latin, nama jalan 

dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf 

daeralu/ suku. 
• • • • I 

· (4)' Ketentuan mengenai bahan; ukuran, warna, tata cara 

penulisan, penempatan tiahg dan papan/plat nama 

diatur dengan Peraturan Bupati, 

(2) Tulisan nama jalan dan sarana urnum menggunakan 
I I I , 

. 
tiang papan nama jalan disertai kode pos. 

: I 

Pasal 9 

(1) Setiap jalan yang tel~h diberi. nama wajib dipasangkan 

I 
I 
I I I 

I I . 

., 



I 
I 
I I I 

I 

dibawa; 

I 

f. meminta bantuan tenaga 
I 

ahli dalam rangka 
I 

, pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 
I , 

I • 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
'I . . . 

i:neningg~kan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaaru sedang berlangsung dan memeriksa 

I . 
identitas orapg, benda dan/ atau 'dokumen yang 

I 

berkenaan dengan tindak pidana; 
e. melakukari penggeledahan untuk mendapatkan 

I I · 1 I 

barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut; 

dengan tindak pidana; 
c. merninta keterangan dan bar~g bukti dari orang 

I . 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana; 

I 

d. inemeriksa buku, catatan dan dokumen lain 
I I 

I (2) 

. 
(L): Perryidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pe~erintah Daerah diberi wewenang khusus untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran ;Peraturan 
Daerah ini. 

. II I 

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 
~ I 

(1) mehpµti : 
I 

a. menerima, rnencari, mengumpulkan dan meneliti 
~eterangan atau laporan' berkenaan dengan Tindak 
Pidana agar keterangan -atau laporan· tersebut 

I • • I . . 

rnenjadi lebih lengkap dan jelas; · 
I 

1b. meneliti, 1 mencari, dan mengumpulkan keterangan 
' I 

mengenai · orang. pribadi atau badan ten tang 
I 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
I I 

. 
Pasal 14 

• 1' • 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
I 

BAB VII 

oleh · Pernerintah Daerah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

I I 

, I 



I 

'y 

peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan. 
I 

I 

Pada 'saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku Nama 
I I 

Jalan di' Daerah yang telah ada masih tetap berlaku 

sepf1.I1jang belum diubah dan disesuaikan dengan 

Peraturan .Daerah ini paling Iarnbat 2 (dua) tahun sejak 
I • ' 

Pasal 16 , I 

t I 

· KETENTUAN PERALIHAN ' 

BAB IX 

Pasal 15 

(1) Barang siapa dengan sengaja atau · karena 

kelalaiannya merusak, memindahkan dan/ a tau 
I I 

mengubah papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 . dipidana dengan pidana kurungan 
I ' ! I I I I . I I 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
' 

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidan9- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pelanggaran. 

I 

KETENTUAN PIDANA ... ' 

BAB VIII I 

I' 

k,' melakukan 1tindakan lain. yang p~rlu untuk 
' 

: kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai 
• I 

· dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
' I I 

(3) Penyi4i){.11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
'1 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
I 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 

umum melalui penyidik Pejabat Palisi Negara Republik 
I I , I 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
I I 

orang untuk didengar kete.rangannya 
I I 

: dan diperiksa sebagai tetsangka atau saksi; 
I • . . 

j vrnenghentikan penyidikan; dan/atau 
I 

pidana; 
i. memanggil 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
I 

';- 
I 

' . 



I • 

I I 

' 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG1 MONGONDOW 

' 
PROVINS! S0LAWESI UTARA NOMOR (9/2017) LEMBARAN' DAERAH 

o • l I i' 
KABUPATEN BOLAANG MONG{)NDOW T.AHUN 20 ~8 NO MOR' .i 

I 

I . 

I . 'I 

Diundangkan di Lolak 
Apr~t,,1 201s 

I I T 

I 
,I 

'1 
1' 

I I 

l 

Daerah '._ Kabupaten Lembaran dl1am1 penernpatannya cU 

Bolaang Morigondow. 
I . 

mi dengan paerah Peraturan 
memerintahkan 

I 

pada tanggal 

11 
' pasal 17 

' 'I I 

Peraturan paerah ini mulai berlaku 
I l I 

'1 diundangkan. . . 
Agar 1 setiap orang mengetahui, 

l . 

pengµndangan 

I 

KETENTUAN PENUTUP 

' BAB.XI 



dikernbangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 
I I I 

keseirnbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk 

dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan 

keamanan nasional, serta mernbentuk struktur1 ruang dalam rangka 

rnewujudkan sasaran pernbangunan nasional. 
I ' 

Keberada.an jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan 

kota. Para ;ahli dalam perencanaan kota telah rnengingatkan bahwa 

ke~1radaan jalan rnerupakan salab satu penentu ~gar suatu kota dapat 

dikatakan sebagai kota yang "Ecopolis" a tau "Humanopolis". 
Nama .Jalan mempunyai implikasi yang besar I terhadap hak-hak 

. ' 

masyarakat,; tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kernudahan 

'm.emperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa 
I I 11 I 

seseorang atas • pe1f1angannya pada waktu .' revolusi fisik maupun 

pembangunan, dan untuk tertib adrninistrasi pengelolaan 
I 
aset yang 

I I I I I 

menjadi milik Pernerintah, 'Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan 
I 

' I 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan -jalan, mewujudkan peran 
I ; I • . I 

masyarakat dalam i penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran 
• : I 

penyelenggara jalan ~ecara optimal dalam. pemberian layanan kepada 

masyarakat, mewujudkan · pelayanan jalan yang andal dan prima serta 
I I 

berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan system jaringan 

jalan yang berdaya guna dan · berhasil guna untuk rnendukung 

terselenggaranya sistern transportasi yang terpadu. 

transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam 
I . 

mendukung bidang ekonorni,' sosial dan budaya 1serta lingkungan clan I 

I 

I ,· 
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi I merupakan unsur 

I 

I 

penting dalam pengernbangan kehi?,upan berbangsa dan bernegara, dalam 
I o 

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi 
I . 
I ' I 

masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 
' I o ' I 

dimaksud dalam Pem}:>ukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945., Di samping itu jalan sebagai bagian sistem 

I ' lJMUM. I. 

I I 

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN 
I 

I I 

' I 

I PENJ~LASAN I 
I 
I I ,• 

11 ATAS 
, I I 

PERATURAN DAERJXH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW 

~OMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG1 
' 

, · 

... 
r 



,1 
Pasal 12 

Cukup jel~s. 
Pasal 13' ' 

atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

I I 

• 

,1 Cukup jelas. 

Pasal 8 
I 

1 ' Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Yang dimaksud "petugas berwenang" adalah dari instansi Kepolisian 

I 
I 
I I I 

I I I 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
I 

, Cukup jelas. 

Pasal 5 
I 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
I P~sa'.l 7 

II. PASAL DEMI PASAL I 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

I 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
I 

tentang Pedornan Pernberian Nama Jalan dimaksudkan sebagai pedoman 
I ' 
I 

dalarn rang~a mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunari secara 

optimal dengan tujuan terwujudnya' Nama Jalan sehingga terwujud 
I I I I 

ketertiban dan kepastian' hukum pada semua sektor pembangunan. 

' I I 

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga 

masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara 
• • I I 
komprehensi,f'. dan be_rkesinamqun&ari, Pemerintah Daerah perlu 

merumuskan strategi pe1oman Penamaan jalan untu~ dituangkan dalam 

Peraturan Daerah. · 

I 
I I ol 

l I 
I 

, .. 
t' 



I 
I 

I 

o I 

I . 
I 

• 1 I 

I 
I 4 •' 1 I I 

I 

r ' 

j I 

, I 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR .. l 

I 
1' 

·1 

' 

I 

·' 

Cukup jelas. 
I 

Pasal 14 

Cukup jelas, 
I 
I 

Pasal 15 ' . 
•: Cukup jelas. 

Pasal 16 ' ' 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
I 


